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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan merupakan peranan penting dalam perekonomian suatu
negara. Diatur dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 bank adalah suatu
badan usaha yang menghimpun dananya dari masyarakat dalam bentuk kredit
dan atau bentuk lainnya guna meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Berdasarkan pengertian bank menurut Undang-undang Republik Indonesia
tersebut dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan,
yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, serta memberikan jasa lainnya.
Kegiatan yang paling utama dari bank ialah menghimpun dan menyalurkan
dana, sedangkan memberikan jasa lainnya hanya sebagai kegiatan pendukung
saja. Kegiatan menghimpun dana dapat dengan berupa simpanan seperti
tabungan, giro dan deposito. Kegiatan menyalurkan dana bisa berupa
pemberian peminjaman kepada yang membutuhkan dana. Sedangkan kegiatan
jasa-jasa perbankan yang lainnya diberikan untuk mendukung kelancaran

kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana.

Zaman modern ini banyak orang yang dalam kehidupan sehari-harinya
melibatkan jasa perbankan. Melalui perbankan, dana-dana dari masyarakat
dapat dihimpun dengan berbagai bentuk simpanan. Simpanan tersebut dapat

disalurkan kembali oleh bank dalam bentuk pemberian kredit atau pembiayaan



kepada sektor bisnis maupun pihak-pihak lainnya yang membutuhkan dana.
Dengan berkembangnya kehidupan masyarakat dan transaksi-transaksi
perekonomian suatu negara dapat meningkatkan pula peran perbankan melalui

produk-produk jasanya.

Di Indonesia sendiri perbankan dibagi menjadi dua vyaitu bank
konvensional dan bank syariah. Untuk dapat mendorong dan mempercepat
kemajuan ekonomi suatu masyarakat dalam melakukan kegiatan perbankan
kini muncul dual banking system, yaitu bank konvensional yang mempunyai
unit usaha syariah. Beberapa tahun terakhir ini lembaga keuangan telah
berkembang dengan carayang dinamis, cepat dan kompetitif. Salah satu bagian
yang berkembang pada saat ini ialah paradigma baru mengenai bank syariah.

Dengan munculnya bank syariah diharapkan dapat menyempurnakan apa yang

kurang dari bank konvensional.

Bank syariah mulai muncul eksistensinya dan dilirik oleh masyarakat
saat krisis moneter pada tahun 1998 silam. Bank syariah merupakan satu-
satunya bank yang tidak terkena guncangan saat Krisis moneter, sementara
bank-bank umum lainnya mengalami collapse. Hal ini menarik perhatian
banyak akademisi, ekonom dan praktisi perbankan untuk mengukur tingkat
efisiensi operasional bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional.

Hal tersebut agar menjadi pertimbangan bagi lembaga perbankan untuk

mengembangkan bank syariah di masa mendatang.



Dengan berkembangnya bank syariah saat ini setelah melalui krisis
moneter tersebut banyak bermunculan bank syariah yang tidak terduga. Hal ini
menjadi persaingan ketat bagi perbankan syariah. Persaingan antar bank
syariah secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap
pencapain dan profitabilitas bank syariah. Meskipun bank syariah memiliki
motivasi lebih daripada sekedar bisnis, kemampun bank syariah dalam
menghasilkan profit menjadi indikator penting keberlangsungan entitas bisnis.
Selain itu, kemampuan menghasilkan profit menjadi indikator penting untuk

mengukur kemampuan bersaing bank syariah dalam jangka panjang (Aulia dan

Ridha, 2011 : 1)

Awal pemberlakuan munculnya bank konvensional dapat menjalankan
transaksi dengan berbasis syariah di latar belakangi oleh Bank Indonesia yang
mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia yang selanjutnya akan disingkat PBI
No. 8/3/PBI/2006 pasal 38 ayat 2, yang mana dalam isinya, bank konvensional
diperbolehkan untuk membuka kantor cabang bank umum konvensional yang
telah memiliki unit usaha syariah atau UUS dapat melayani dengan transaksi
syariah (office channeling). Perkembangan perbankan syariah diperkuat dalam
Undang-undang yang selanjutnya akan disingkat dengan UU No. 21 Tahun
2008 tentang Perbankan Syariah, dimana pengembangan perbankan syariah
diatur melalui mekanisme baru, yakni dengan mekanisme akuisisi dan konversi
bank konvensioanal menjadi bank umum syariah. Dalam penerapannya ada
tiga pendekatan, yaitu: Pertama, Bank Umum Konvensional (BUK) yang sudah

memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) mengakuisisi bank yang relatif kecil



kemudian  mengkonversinya menjadi  syariah dan melepaskan serta
menggabungkan UUS dengan bank baru yang dikonversi tersebut. Kedua,
BUK yang belum memiliki UUS, mengakuisisi bank yang relatif kecil dan
mengkonversinya menjadi bank syariah. Ketiga, BUK melakukan pemisahan
atau spin off dan dijadikan Bank Umum Syariah (BUS) tersendiri (Anshori,

2010 : 1)

Dalam UU No. 21 pasal 68 tahun 2008 dijelaskan bahwa bagi Bank
Umum Konvensional (BUK) yang memiliki UUS yang nilai asetnya paling
sedikit 50 persen dari total nilai aset bank induknya atau telah menginjak 15
tahun sejak berlakunya undang-undang ini, maka bank umum konvensional
dimaksud wajib melakukan pemisahan dari bank induknya. Dalam PBI Nomor
11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah Bab 1X mengenai Pemisahan Unit
Usaha Syariah pada Pasal 41 dijelaskan bahwa pemisahan UUS dari BUK
dapat dilakukan dengan cara mendirikan BUS baru atau mengalihkan hak dan
kewajiban UUS kepada BUS yang telah ada. Pemisahan UUS dengan cara
pengalihan kepada BUS yang telah ada hanya dapat dilakukan kepada BUS

yang memiliki hubungan kepemilikan dengan BUK yang memiliki UUS.

Pada perkembangan saat ini, UUS menjadi pilihan alternatif bagi bank
konvensional yang ingin terjun dalam dunia yang berbasis syariah. Terdapat
beberapa keuntungan yang didapatkan oleh bank konvensional dalam
mendirikan UUS jika dibandingkan harus mendirikan BUS yang baru,
diantaranya ialah biaya yang lebih rendah dan proses yang relatif cepat. Bukan

hanya itu, keuntungan lainnya yang didapatkan UUS juga bisa memanfaatkan



berbagai fasilitas, sarana dan prasana yang dimiliki oleh bank induk, baik
teknologi, maupun sumber daya manusianya. Tetapi dibalik itu semua juga
pasti ada kelemahannya, misalnya terletak pada kebijakan bank induk yang
masin melekat pada UUS, sehingga hal itu menyebabkan pertumbuhan dan
market share dalam layanan syariah terhambat dan masih sangat minim.

(Nizar, 2015:2)

Perkembangan BUS dan UUS di Indonesia dapat dilihat dari grafik1.1

sebagai berikut:
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Sumber: OJK, data diolah.
Grafik 1.1
Perkembangan UUS dan BUS

Dari data di atas diketahui bahwa perkembangan UUS dari tahun 2005-
2008 mengalami peningkatan selama empat tahun berturut-turut. Namun
setelah dikeluarkannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang mekanisme baru

pengembangan pemisahan bank konvensional menjadi bank umum syariah,



BUS di Indonesia pada tahun 2009-2014 bertambah semakin banyak, tetapi hal
itu tidak mengurangi jumlah UUS di Indonesia menurun. Pada kenyataannya,
terdapat banyak bank-bank konwvesional lainnya membuka cabang unit usaha
syariah yang dimana nantinya akan menjadi bank yang beroperasi secara
syariah. Dengan bertambahnya BUS di Indonesia diharapkan dapat
meningkatkan total aset perbankan syariah sehingga kedepannya pertumbuhan

perbankan syariah akan lebih baik lagi.

Pada saat ini hanya beberapa bank syariah saja yang baru mulai berani
melakukan spin off atau memisahkan diri dari bank induknya. Padahal spin off
bisa menjadi jalan alternatif perbankan syariah untuk meningkatkan market
share di Indonesia. Terdaftar dalam web resmi Otoritas Jasa Keuangan yang
selanjutnya akan disingkat dengan OJK, hingga pada bulan Juli 2017 terdaftar
sebanyak 13 Bank Umum Syariah dan ada 22 Unit Usaha Syariah yang sudah

ada di Indonesia.

Tabel 1.1

Daftar UUS dan BUS

Bank Umum Syariah Unit Usaha Syariah
1. PT. Bank Muamalat Indonesia 1. PT Bank Danamon
2. PT. Bank Syariah Mandiri 2. PT Bank Permata
3. PT. Bank Syariah Mega 3. PT Bank International
4. PT. Bank BRI Syariah Indonesia
5. PT. Bank Syariah Bukopin 4. PT Bank CIMB Niaga
6. PT. Bank Panin Syariah 5. PT Bank OCBC NISP
7. PT. Bank Victoria Syariah 6. PT Bank Sinarmas
8. PT. Bank BCA Syariah 7. PT Bank Tabungan Negara
9. PT. Bank Jabar dan Banten (Persero)
Syariah 8. PT BPD DKI
10. PT. Bank BNI Syariah 9. PT BPD DIY




11. PT. Bank Maybank Indonesia 10. PT BPD Jawa Tengah
Syariah 11. PT BPD Jawa Timur

12. BTPN Syariah 12. PT BPD Sumatera Utara

13. Bank Aceh Syariah 13. PT BPD Jambi

14. PT BPD Sumatera Barat

15. PT BPD Riau dan Kepualan
Riau

16. PT BPD Sumatera Selatan dan
Bangka Belitung

17. PT BPD Kalimantan Selatan

18. PT BPD Kalimantan Barat

19. PT BPD Kalimantan Timur

20. PT BPD Sulawesi Selatan dan
Sulawesi Barat

21. PT BPD Nusa Tenggara Barat

22. BPD Jawa Timur

Sumber OJK diakses pada Juli 2017

Dalam hal ini, PT. Bank BRI Syariah merupakan akuisisi dari PT. Bank
Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada tanggal 19
Desember tahun 2007 dan memperoleh perizinan dari Bank Indonesia (BI)
pada tanggal 16 Oktober tahun 2008 melalui  surat Nomor
10/67/KEP.GBI/DpG/2008, dan kemudian pada tanggal 17 November tahun
2008, PT. Bank BRI Syariah resmi beroperasi. PT. Bank BRI Syariah yang
pada awalnya kegiatan usahanya beroperasi secara konvensional, kemudian
kegiatan usahanya diubah menjadi kegiatan usaha perbankan yang

berlandaskan prinsip-prinsip syariah.

BRI Syariah semakin menguat setelah pada tanggal 19 Desember tahun
2008 ditandatanganinya akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat
Indonesia (Persero), Thk., untuk melebur ke dalam PT. Bank BRI Syariah (spin
off process) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari tahun 2009. BRI

Syariah telah menjadi bank syariah yang ketiga terbesar berdasarkan jumlah



asetnya. BRI Syariah tumbuh sangat pesat baik dari sisi aset, jumlah
pembiayaan maupun perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus di segmen
menengah bawah, Bank BRI Syariah menargetkan menjadi bank ritel modern

terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan.

Seiring dengan bertambah banyaknya bank syariah yang membentuk
menjadi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia dengan
berbagai macam produk yang ditawarkan kepada para nasabah dan pelayanan
yang menarik secara langsung maupun tidak langsung dapat menciptakan
persaingan yang ketat yang akan berpengaruh terhadap pencapaian
protifitabilitas perbankan syariah. Perbankan syariah yang termasuk dalam
lembaga bisnis dituntut untuk meningkatkan kinerja usahanya. Salah satu cara
untuk mengukur Kinerja usaha perbankan sebagai lembaga bisnis dapat dengan
melihat tingkat efisiensi suatu peruasahaan atau perbankan tersebut. Melalui
tingkat efisiensi ini dapat memberikan gambaran mengenai kinerja usaha
perbankan syariah. Suatu lembaga bisnis atau bank syariah yang efisien dapat
dikatakan Kinerja usahanya baik, begitupun sebaliknya, jika kinerja usahanya
buruk maka lembaga usaha atau bank tersebut inefisien atau tidak efisien.
Perbankan yang efisien dapat dipercaya oleh nasabah dan investornya, juga
memberikan kontribusi besar bagi pemerintah. Bagi nasabah, perbankan yang
efisien dapat menguntungkan, karena nasabah dalam bertransaksi
mendapatkan yang lebih mudah dibandingkan dengan perbankan yang
inefisien. Sedangkan bagi investor, bank yang efisin dapat memberikan

kepercayaan kepada para investor karena akan membuahkan hasil keuntungan



yang besar. Dan bagi pemerintah, bank yang efisien dapat memberikan
keuntungan berupa pajak perusahaan. Oleh karena itu, para pihak pemerintah,
otoritas moneter serta manajemen bank perlu ditinjau baik atau buruknya

tingkat efisiensi perbankan tersebut. (Hidayat, 2014: 64)

Tingkat efisiensi suatu lembaga usaha dapat dilihat dari hubungan antara
pengeluaran atau output dan pemasukan atau input. Efisiensi dapat dikatakan
juga rasio output dan input. Terdapat tiga faktor yang dapat menyebabkan
efisien, yakni (a) apabila dengan input yang sama dapat menghasilkan output
yang lebih besar; (b) dengan input yang kecil akan menghasilkan output yang
sama; dan (c) dengan input yang lebih besar dapat menghasilkan output yang

lebih besar lagi. (Ghafur, 2007)

Dari uraian di atas yang menjadi latar belakang penulis membuat
penelitian  menganilisis tentang perbandingan Kinerja suatu bank syariah
sebelum dan sesudah melakukan spin off, sehingga dari hasil penelitian tersebut
dapat diketahui apakah spin off berpengarun pada efisiensi bank umum
syariah. Penelitian ini disusun dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis
Kinerja Keuangan Bank BRI Syariah Sebelum dan Sesudah Spin Off

Periode 2005-2012 dengan Metode Data Envelopment Analysis (DEA)”.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan pada latar belakang di atas terkait
dengan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menjadi
urgensi pemisahaan atau spin off UUS yang menginduk pada bank
konvensional perlu ditinjau tingkat efisiensi bank tersebut sebelum dan sesudah
spin off atau setelah menjadi BUS. Maka rumusan masalah yang diajukan pada
penelitian ini ialah bagaimana perbandingan kinerja keuangan BRI Syariah
sebelum spin off periode 2005-2008 dengan sesudah spin off periode 2009-

20127

C. Tujuan Penelitian

Setiap kepenulisan dan penelitian disusun dengan tujuan tertentu.
Melihat dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas,
penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk melihat perbandingan Kkinerja

keuangan sebelum spin off periode 2005-2008 dengan sesudah spin off periode

2009-2019.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian perbandingan tingkat efisiensi sebelum dan sesudah spin
off ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pihak-pihak
yang berkepentingan dan membutuhkan, antara lain:

1. Bagi Peneliti
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Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan juga menambah
pengalaman dalam daftar penelitian, terlebih khususnya dalam hal
perbankan syariah.

Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bacaan untuk menambah
wawasan bagi masyarakat luas tentang perbankan syariah.

Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan maupun referensi bagi
penelitian-penelitian selanjutnya.

Bagi Manajemen Bank Syariah

Penelitian ini dapat menjadi pertimbangan para manajemen bank syariah
dalam mengambil sebuah keputusan atau kebijakan bank dalam hal

peningkatan Kinerja bank syariah.



